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Abstrak 
Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah 
yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 
alayih. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan 
menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau 
peningkatan kesejahteraan umat (mawquf alayih). Namun demikian, 
dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk 
usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. 
Untuk itu Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengelolaan 
wakaf uang. Bagaimana pandangan Undang-undang no 41 tahun 
2004 tentang Pengelolaan Wakaf.  Serta Apa persamaan dan 
perbedaan hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 
tentang wakaf uang. Metode penelitian ini adalah Metode penelitian 
yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Komparatif, yaitu 
penelitian yang bersifat membandingkan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Dalam pandangan 
hukum Islam, hukum wakaf benda bergerak berupa uang adalah 
boleh.Dalam pandangan Undang-undang No.41 tahun 2004, 
melalui Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (LKSPWU) 
wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui 
lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri 
agama.Persamaan pandangan hukum Islam dan UU No 41 Tahun 
2004 sama-sama membolehkan wakaf uang. Sedangkan perbedaan 
pada penekanan aspek prosedural dan administrative saja dan 
pengolahan wakaf uang tersebut. Dalam hukum Islam wakaf tidak 
diwajibkan melalui mekanisme lembaga tertentu. Disamping itu 
peruntukkan wakaf juga hanya terbatas modal usaha dagang. 
Sedangkan dalam UU No 41 Tahun 2004, mekanisme 
pelaksanaan wakaf uang harus melalui prosedur lembaga formil yang 
 404 
 
telah ditentukan oleh Undang-undang. Dan peruntukan wakaf 
tersebut tidak hanya digunakan sebagai modal usaha dagang, namun 
sudah lebih bervariasi dalam bentuk usaha produktif yang lain seperti 
investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, 
agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, 
pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, perkantoran, sarana 
pendidikan agama dan sarana  kesehatan dan usaha-usaha yang 
tidak bertentangan dengan syariah. 
 
Kata kunci: Wakaf Uang, Hukum Islam, Undang-Undang 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Wakaf berasal dari bahasa Arab, waqf (jamaknya, 
awqaf), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan 
(dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupaya penyerahan 
sesuatu pada satu lembaga Islam, dengan menahan benda itu. 
Kemudian yang diwakafkan itu disebut mauquf.1 
 Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf 
disini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum 
Islam, sering desbut ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah 
habs disni, atau ahbas biasanya dipergunakan kalangan 
masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. Sejalan 
dengan itu disebutlah bahwa. “In the law of Sunni Maliki 
school and hence in North and West Africa, the terminology 
is habis or hubs, meaning retention. 
Tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda 
wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf 
adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta 
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum (Pasal 4 dan 5 UU No.41 
tahun 2004). 
Dalam kaitannya untuk memajukan kesejahteraan 
umum, timbul pertanyaan. Dapatkah system wakaf 
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memberikan solusi untuk kesejahteraan umum, bilamana 
system wakaf masih dipahami secara kaku? 
Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah 
suatu ibadat yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari 
pengertian-pengertian umum ayat al-Qur’an maupun hadis 
yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman 
Rasulullah. Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar 
hukum wakaf dalam  agama Islam ialah: 
1. Al-Qur’an surah al-Hajj ayat 77: 
َٰ  يا هُّي أ ٱَٰ نيِذَّل اُْون  ما  ء ٱَْٰراْوُع  ك َٰ وٱاْوُدُجْس َٰ وٱاْوُُدبْع َْٰمُكَّب  ر َٰ وٱاُْول  عْف ٱَٰ رْي  خْل َْٰمُكَّل  ع ل 
َٰ نوُِحلُْفت 
 “Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah 
kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan 
supaya kamu berbahagia”.2 
2. Selanjutnya firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97:  
َْٰن  م َٰ لِم  ع اًِحلا  ص َْٰنِم َٰ ر  ك  ذ َْٰو أ َٰ ى ثُْنأ َٰ ُوه  و َٰ نِمْؤُم َُٰهَّن ِييُْحن ل ف ًَٰةا ي  ح ًَٰة بِّي ط َٰ ۖ َْٰج ن ل  وَُْٰمهَّن يِز 
َُْٰمه  رْج أ َِٰن  سْح ِأب ا  م اُونا  ك َٰ نُول  مْع ي 
 
 “Barangsiapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau 
perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang 
lebih bagus dari apa yang mereka amalkan”.3 
Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih 
banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada 
rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah 
wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya 
pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi 
ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak 
memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari 
terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf 
penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam 
hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering 
menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di 
Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli 
waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun 
oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad 
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wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya 
tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif 
setelah wakif tersebut meninggal dunia.Akan tetapi khusus 
untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf 
telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang 
diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut 
tidak dapat diminta kembali.4 
Pelaksanaan wakaf uang setelah berlakunya Undang-
Undang 41 Tahun 2004 di Indonesia diperlukan komitmen 
bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. 
Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai 
berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf uang, termasuk 
harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan nadzhir serta 
pengelolaan wakaf secara professional. Selanjutnya wakaf 
harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan 
khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa 
mengelola professional dan amanah. Badan khusus yang 
dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) , 
sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) undang-undang 
no 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa: “dalam 
rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan 
nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.5 
Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara 
produktif dan professional, khusunya wakaf uang dengan 
berdasarkan perumusan fiqh wakaf baru. Dalam pengelolaan 
wakaf tunai , nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus 
bekerja sama dengan lembaga professional dan bank-bank 
syariah, peruntukan wakaf tidak hanya untuk kepentigan 
ibadah dan social, tetapi juga diarahkan untuk memajukan 
kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan 
manfaat ekonomi harta benda wakaf.6 
Lebih lanjut, harta benda wakaf yang dimaksud oleh 
undang-undang tersebut terdiri dari benda bergerak dan 
benda tidak bergerak . Salah satu benda bergerak yang dapat 
diwakafkan adalah uang, yaitu  penyerahan secara tunai 
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sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang 
dilakukan oleh wakif kepada nazhir melalui lembaga 
keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf 
uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan 
kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta 
benda wakaf. Lebih lanjut, nazhir melakukan pengelolaan 
dan pengembangan atas harta benda wakaf uang melalui 
investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan 
Syariah) atau instrument keuangan syariah dengan syarat 
harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau 
diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi 
dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian 
terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari 
pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang 
dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen 
sebagai hak nazhir dari setiap hasil investasi seperti diatur 
dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.  
Menurut pandangan Hanafi hukum yang diterapkan 
berdasarkan ‘uruf (adat kebiasaan) karena ‘urf kekuatan 
hukumnya sama dengan hukum yang diterapkan berdasrkan 
nas(teks). Cara mewakafkan uang yaitu dengan 
menjadikannya modal usaha dengan pembagian hasil 
mudharabah atau mubadha’ah. Keuntungannya disedekahkan 
kepada pihak wakaf.7 
Sedangkan menurut Imam Malik, mengartikan 
“keabadian” lebih pada nature barang yang diwakafkan. 
Untuk asset tetap seperti tanah unsure keabadiannya 
terpenuhi ketika tidak terkena bencana alam yang hilang fisik 
tanah tersebut, demikian hal nya juga dengan masjid-masjid. 
Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’I, Imam Malik 
melebar lahan benda bergerak seperti wakaf susu sapi dan 
buah yang diambil manfaatnya. 
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Disamping itu menurut Imam Hanafi 
memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat selama nilai 
pokok wakafnya dijamin kelestariannya tidak dijual, tidak 
dihibahkan, dan diwariskan selama digunakan untuk hal-hal 
yang dihibahkan. Kebolehan wakaf uang golongan Hanabilah 
didukung oleh fatwa Muhammad bin Adullah Al-anshari 
bukan wakaf uang saja bahkan berwakaf dengan barang-
barang bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar 
dibolehkan karena harta itu diinvetasikan dan diambil labanya 
kemudian hasilnya disedekahkan. 
Dikemukakan pula berbagai pendapat para ulama 
yang menjadi rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
dalam memfatwakan wakaf uang tersebut, yaitu: 
1. Pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 Hijriah) bahwa 
mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara 
menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, 
kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf 
alaih;8 
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi 
membolehkan wakaf uangn dinar dan dirham sebagai 
pengecualian, atas dasar ihtisan bi al-‘urfi, berdasarkan 
atsar Abdulullah bin Mas’ud ra., bahwa “apa yang 
dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam 
pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang 
buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan 
Allah pun buruk”; 
3. Pendapat sebagian ulama mazhab As-Syafi’I, dimana 
“Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’I 
tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”. 
4. Sedangkan dalam Undang-Undang No 41. Tahun 
2004 tentang wakaf uang terdapat dalam pasal: 
a.  Pasal 169 
1) harta benda wakaf terdiri dari: 
a) benda tidak bergerak; dan 
b) benda bergerak. 
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2) benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi : 
a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku baik yang sudah maupun yang 
belum terdaftar. 
b) bangunan atau bagian bangunan yang 
berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud 
pada huruf a; 
c) tanaman dan benda lain yang berkaitan 
dengan tanah 
d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku 
e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan 
ketentuan syariah dan perturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3) benda bergerak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak 
habis karena dikosumsi, meliputi: uang, logam 
mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas 
kekayaan intelektual, hak sewa,  dan benda 
bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Pasal 2810 
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa 
uang melalui lembaga keuangan syariah yang 
ditunjuk oleh menteri, 
c. Pasal 29 
1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh 
wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang 
dilakukan secara tertulis 
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(2) Wakaf benda bergerak berupa uang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 
(3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh 
lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan 
Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda 
wakaf. 
d. Pasal 30 
Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir 
mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang 
kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. 
e. Pasal 3111 
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda 
bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
PEMBAHASAN 
1. Wakaf 
a. Dasar Hukum Wakaf 
a. Al-Quran 
 Dalam Al-Quran tidak dinyatakan secara eksplisit 
berkaitan dengan wakaf, namun ada beberapa ayat 
yang dapat dijadikan landasan hukum dalam 
melaksanakan praktek perwakafan. Seperti dalam 
Qur’an surat Al-Hajj (22) ayat 77: 
 اُولَعْفاَو  ْمُكَّبَر اوُُدبْعاَو اوُدُجْساَو اوُعَكْرا اُونَمآ  َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي
  َنوُِحلُْفت  ْمُكَّلَعَل  َرْيَخْلا 
 “Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, 
sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu, dan perbuatlah 
kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. 
 Selanjutnya Qur’an Surah Ali ‘imron (3) ayat 92: 
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 اَمَو   ۚ   َنوُّبُِحت ا َّمِم اُوِقفُْنت   ىَّتَح  َِّربْلا اُولَاَنت  َْنل
  مِيلَع  ِِهب  َ َّاللّ  َِّنَإف   ءْيَش  ْنِم اُوِقفُْنت 
“Kamu sekali-kali tidak sampai pada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 12 
 Lebih lanjut dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 
26 Allah juga berfirman: 
 َّنِ إ  َ َّاللّ  َل يِ ي ْح َ ت ْس َ ي  ْنَ أ  َب ِر ْضَ ي  ًل َ ث َم ا َم  ًة َضو ُع َ ب ا َم َ ف 
ا َه َ ق ْو َ ف   ۚ ا َّمَ أ َ ف  َني ِذَّ ل ا اوُ ن َمآ  َنو ُم َ ل ْع َ ي َ ف  ُهَّ ن َ أ  ُّق َح ْلا  ْن ِم 
 ْم ِه ِّ ب َر   ۚ ا َّم َ أ َو  َني ِذَّ ل ا او ُر َف َك  َنوُ لوُ ق َ ي َ ف ا َذا َم  َدا َر َ أ  ُ َّاللّ   َه ِ با َذ 
 ًل َ ث َم   ۚ  ُّل ِضُ ي  ِه ِ ب ا ًري ِ ث َك ي ِد ْه َ ي َو  ِه ِ ب ا ًري ِ ث َك   ۚ ا َم َو  ُّل ِضُ ي  ِه ِ ب 
 َّل ِ إ  َني ِ ق ِسا َف ْلا 
 “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dijalan Allah 
sebagian dari hasil yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah 
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan yang 
buruk itu padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji”.13 
 
b. Hadist 
 Sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran adalah 
Hadist. Hadist yang dijadikan landasan hukum dalam 
perwakafan yang pertama kali dipraktekkan oleh 
sahabat Nabi Umar bin Khattab adalah hadist 
Rasulullah SAW tentang awakaf yang dilakukan oleh 
sahabat Umar bin Khattab ra sebagai berikut: 
 
 ِنَع  ِنْبا  َرَمُع  َلَاق , َلاق   ِيبَّنلِلُرَمُع ص م  : َِّنإ  ََةئاِمْلا   مْهَس ِىتَّلا ىِل 
 ْمَلََربْيَِخب  ْبُِصأ  َُّطقًلاَم  َبَجَْعأ  ََيِلإ اَهْنِم , ُتْدََرأَْدق  َْنأ  َقَّدََصَتأ اَهِب , َلَاَقف 
 ُِّيبَّنلا ص م  : ِْسبِْحا  ََهلَْصأا  ْلِّبَسَو  َرََمث اََهت( .هاور ىئاسنلا ,باتك 
ىف سابحلأا ,باب ىبسح عاشملا 6453) 
Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a; ia berkata, Umar r.a 
berkata kepada Nabi s.a.w., “saya mempunyai seratus saham 
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(tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan 
harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya 
bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata 
“Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada 
sabilillah.” (H.R. al-Nasa’i).14 
 
 Para pakar hukum sepakat bahwa wakaf memang 
bukanlah diwajibkan sebagaimana halnya zakat, namun wakaf 
termasuk sunah. Berpahala bagi yang melaksanakannya dan 
tidak berdosa bagi yang tidak melaksanakannya. Namun 
ibadah wakaf ini sangatlah dianjurkan mengingat wakaf 
memiliki dimensi sosial ekonomi yang besar. Hal ini terbukti 
dengan peranan wakaf yang telah banyak membantu 
masyarakat baik dibidang ibadah, pendidikan, kesehatan, 
kebudayaan dan sebagainya.15 
 
b. Rukun dan Syarat Wakaf 
1) Syarat wakaf 
 Dalam pembahasan sebelumnya, pembahasan tentang 
rukun dan syarat dijelaskan rukunnya kemudian dijelaskan 
syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Karena 
dalam wakaf ada syarat-syarat yang bersifat umum, maka 
akan dijelaskan syarat-syarat umum terlebih dahulu kemudian 
dijelaskan rukun-rukunnya dan syarat-syarat yang berkaitan 
dengan rukun tersebut. 
 Syarat syarat wakaf adalah:16 
a. Orang yang mewakafkan harus orang yang 
sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang 
akan diwakafkan. Si wakif tersebut harus mukallaf 
(akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak 
dipaksa orang lain. 
b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. 
Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak 
rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan 
terang dan jelas kepada siapa diwakafkan. 
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c. Hendaklah penerima wakaf tersebut orang yang 
berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf 
kepada hamba sahaya. 
d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan 
tulisan atau lisan. 
e. tunai dan tidak ada khiyar, karena wakaf berarti 
memindahkan milik waktu itu. 
 
2) Rukun wakaf 
 Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus 
dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumhur 
ulama ada empat, yaitu: 
1) wakif  
2) benda yang diwakafkan 
3) mauquf alaih (penerima wakaf/nadzhir) 
4) ikrar (pernyataan) wakaf17 
1) Orang yang mewakafkan (wakif) 
  Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan 
memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal 
competent) dalam membelanjakan hartanya. 
Kecapakan bertindak disini meliputi 4 (empat) 
kriteria, yaitu:  
a) Merdeka 
  Menurut Al-Baijuri, wakaf yang dialakukan 
oleh seorang budak (hamba shaya) tidak sah, karena 
wakaf adalah pengangguran hak milik dengan cara 
memberikan hak milik itu kepada orang lain. 
Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, 
dirinya dan apa yang dimilki adalah kepunyaan 
tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan 
bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh 
mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena 
ia sebagai wakil darinya.18 
b) Berakal sehat 
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Menurut Asy-Syarbaini, Wakaf yang 
dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, 
sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak 
cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. 
Demikian juga wakaf orang yang lemah mental 
(idiot), berubah akal karena faktor usia sakit atau 
kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya 
tidak sempurna dan tidak cakap untuk 
menggugurkan hak miliknya.  
c) Dewasa (baliqh) 
Menurut Asy-Syarbaini, Wakaf yang 
dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baliqh), 
hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak 
cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk 
menggugurkan hak milinya. 
d) tidak berada dibawah pengampuan 
Menurut AL-Baijuri, Orang yang berada 
dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk 
berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang 
dilakukan hukumnya tidak sah. 
2) Benda yang diwakafkan (Mauquf) 
  Syarat barang yang diwakafkan itu ada empat 
macam, yaitu sebagai berikut:19 
a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya) 
b) Harta itu berupa benda tidak bergerak 
(‘Uqar)/benda bergerak (Manqul) 
c) Harta itu diketahui kadar dan batasannya 
d) Harta itu milik wakif 
e) Harta itu terpisah dari harta pengkonsian atau milik 
bersama 
   Para fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk 
harta yang bisa diserahterimakan untuk berwakaf. 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat 
dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu 
adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang 
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memiliki ikatan (hak milik) sebagian lagi berpendapat 
harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta yang 
bergerak dan harta tidak bergerak. Bahkan Ulama 
Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu 
yang bermanfaat sah hukumnya. 
3) Penerima wakaf (Mauquf Alaih) 
  Mauquf Alaih yaitu yang berhak menerima dari 
manfaat harta wakaf, wakaf haruslah dimanfaatkan 
dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan syariat 
islam. 
4) Sighat wakaf (Akad wakaf) 
  Para fuqaha telah menetapkan bahwa shighat 
wakaf, seperti rukun yang lain, juga harus memenuhi 
beberapa syarat sebagai berikut:20 
a) Shighat wakaf itu harus mengandung pernyataan 
yang berarti bahwa wakaf harus bersifat kekal. 
b) Shighat itu harus mengandung arti tegas dan tunai 
tidak boleh pula ditangguhkan untuk masa yang 
akan dating. Sebab wakaf itu mengandung 
ketentuan pemindahan pemilikan ketika akad 
diucapkan. 
c) Shighat wakaf adapun syarat akad dan lafal wakaf 
cukup dengan ijah saja, menurut ulama Hanafi dan 
Hanbali, baik untuk wakaf baik pada orang-orang 
tertentu maupun tidak. Sedangkan menurut ulama 
Mazhab Maliki dan Syafi’I, dalam wakaf harus ada 
ijab dan kabul, jika wakaf dditujukan kepada 
pihak/orang tertentu. 
d) Shighat wakaf itu harus tidak diikat dengan syarat 
yang batil. Seperti seseorang yang berwakaf 
mensyaratkan barang yang diwakafkan tetap 
sebagai miliknya, atau mensyaratkan sebagian dari 
hasil wakaf itu untuk perbuatan wasiat. 
e) Khusus bagi Syafi’iyah, shighat wakaf tersebut 
harus mengandung penjelasan tempat atau tujuan 
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wakaf. Artinya, seseorang yang berwakaf harus 
menjelaskan kemana dan untuk siapa atau untuk 
apa wakaf itu diberikan. 
 
c. Hikmah Wakaf 
 Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar 
ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. 
Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat 
digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi 
masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam di 
zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan 
sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu 
masih kekal. Kita masih dapat merasakan manisnya hasil 
wakaf mereka dahulu sampai sekarang. Contohnya 
Universitas Al-Azhar di Mesir, Masjid Nabawi. Maka, 
sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu 
yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, maka berarti 
mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak 
cucu kita kelak akan merasakan kelezatan wakaf yang kita 
berikan sekarang.21 
 Di dunia, wakaf untuk berbuat baik kepada orang-
orang terkasih. Diakhirat untuk mendapatkan pahala dengan 
niat dari orang yang melakukan. 
 Kalangan Hanafiyyah mengatakan wakaf mubah 
dengan dalil ia sah dilakukan dengan orang kafir. Kadang-
kadang wakaf menjadi wajid karena nadzar. Oleh karena itu, 
harta yang diwakafkan atau harga (hasil) dari harta wakaf 
tersebut harus disedekahkan. 
 Kalau seseorang berwakaf kepada orang yang tidak 
boleh mendapatkan zakat seperti al-ushul (ayah, kakek, dan 
seterusnya), hukumnya boleh. Artinya, menurut hukum syara’ 
wakaf itu sah karena muncul dari pemiliknya dan diberikan 
secara proposional. Namun, nadzar tidak bisa gugur dengan 
wakaf. Sebab, sedekah wajib harus ikhlas karena Allah. 
Memberikan sedekah kepada orang yang kesaksiannya tidak 
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diperbolehkan bisa bermanfaat bagi orang tersebut, 
meskipun tidak ikhlas karena Allah. Sebagaimana orang yang 
memberikan harta kepada orang tersebut tujuan kafarat atau 
zakat, maka apa yang diberikan itu menjadi sedekah sedang 
tanggungan kafarat atau zakat masih tetap. Jadi, hiknah wakaf 
dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal 
semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat 
Islam.22 
Adapun kiranya dapat dicatat beberapa hikmah 
melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana dikatakan oleh 
Masifuk Zuhdi, sebagai berikut:23 
a. harta benda yang diwakafkan  dapat terpelihara dan 
terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir 
barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang 
wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan; 
b. orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, 
masih terus menerima pahala sepanjang barang 
wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan; 
c. wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting 
yang besar sekali manfaatnya baagi kepentingan agama 
dan umat. 
Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, Nabi sendiri dan para 
sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, 
kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan 
para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai 
sekarang. 
2. Perbandingan Antara Konsep Wakaf Uang Menurut 
Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 
2004 
a. Pandangan Hukum Islam Tentang Wakaf Uang 
 Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wakaf 
ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan 
sengaja mensahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk 
digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam 
jalan kebaikan.24 
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 Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva 
tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam 
perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan 
“tunai” sebagai mana yang dilakukan pada masa kekhalifahan 
Ustmaniyah. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang 
yang unik bagi penciptaan investasi bagi bidang keagamaan, 
pendidikan, pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara 
yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui 
penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang 
diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat 
digunakan untuk berbagai kepentingangan kemaslahatan 
umat.25  
 Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal 
abad kedua Hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh 
Imam Al Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata 
hukum wakaf uang dalam fiqh empat mazhab masih 
diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak 
membolehkan wakaf uang sebagaimana dijelaskan berikut ini: 
1. Pendapat yang membolehkan wakaf uang: 
 - Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan 
hal itu sudah menjadi urf (adat kebiasaan di kalangan 
masyarakat). Cara mewakafkannya dengan menjadikan 
modal usaha dengan cara mudharabah dan 
mubada’ah. 
 - Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan 
dinar dan dirham yaitu melalui cara pembentukan 
dana pinjaman. 
2. Pendapat yang tidak memboleh wakaf uang: 
 - Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wakaf dinar dan 
dirham tidak di  perbolehkan karena dinar dam 
dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit 
untuk mengekalkan zatnya. 
 - Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 
Qudamah mengemukakan pada umumnya para 
fuqaha dan para ahli ilmu tidak membolehkan wakaf 
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uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan 
sehingga tidak ada lagi wujudnya.26 
 Penulis lebih cenderung kepada wakaf yang 
membolehkan kepada pendapat yang membolehkan wakaf 
uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang 
terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun 
sector finansial dimana hasil dari investasi tersebut disalurkan 
kepada mauquf alaih. 
 Oleh karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama mengenai hukum wakaf uang sebagaimana telah 
dijelaskan di atas, wakaf uang belum banyak di praktikkan di 
Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap 
hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang 
mendorong MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 11 
Maret 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang.27 
 Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat 
ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa 
MUI PADA TANGGAL 28 Shafar 1423 H yang bertepatan 
dengan tanggal 11 Mei 2002, menfatwakan bahwa wakaf 
uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan 
dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar’I 
serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin 
kelestariannya. 
 Dengan definisi diatas, wakaf tidak lagi terbatas pada 
benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa 
benda yang tetap nilainya atau pokonya. Dengan demikian, 
definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf 
uang.28 
b.  Pandangan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf uang 
 Wakaf uang bagi umat Islaam tergolong baru. Hal ini 
bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama 
Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 
11 Mei 2002. Undang-undang No 41 Tahun 2004 entang 
wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 
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27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak 
sejarah baru bagi pengelolaaan wakaf setelah sebelumnya 
wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 dan Kompilasi Hukum Islam.29 
Adapun pengertian wakaf yang diberlakukan di 
Indonesia sekarang yaitu dapat dijumpai dalam Undang-
Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di BAB 1 
KETENTUAN UMUM kita bisa melihat pada pasal 1 yang 
berbunyi “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.30 
Dalam UU 41 Tahun 2004 diatur beberapa hal di 
antaranya:31 
a. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak 
dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: 
hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah 
maupun yang belum terdaftar; bangunan aatau bagian 
bangunan yang berdiri diatas tanah wakaf, tanaman 
dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik 
atas satuan rumah susun sesuaidengan peratutan 
perundang-undangan yang berlaku; benda tidak 
bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
sedangkan yang termasuk dalam kategori benda 
bergerak meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; 
kendaraan; ha katas kekayaan intelektual; hak sewa; 
dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Wakaf harta benda bergerak berupa uang dilakukan 
melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 
menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk 
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sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu 
diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan 
syariah kepada waqif dan nadzir sebagai bukti 
penyerahan harta benda wakaf, dan lembaga keuangan 
syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda 
wakaf berupa uang kepada menteri selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya 
Sertifikat Wakaf Uang. 
Dengan melibatkan lembaga keuangan syariah dalam 
pengelolan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf 
akan bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis 
investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, 
masyarakat (mauquf ‘alaih) yang akan merasakan 
manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. 
Akhirnya, area garapan dana wakaf untuk digunakan 
memberdayakan umat Islam semakin beragam.32 
c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 
Dalam UU ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Antara 
lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, 
murabahah, musharakah atau ijarah. Selain itu untuk 
meproduktifkan harta bnda wakaf dimungkinkan 
dengan cara  investasi, penanaman modal, produksi, 
kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, 
perindustrian, pengembangan teknologi, 
pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, 
pasar swalayan, perkantoran, sarana pendidikan 
ataupun sarana kesehatan yang tidak bertentangan 
dengan syariah. UU Wakaf keuangan syariah dalam 
pengelolan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf 
akan bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis 
investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, 
masyarakat (mauquf ‘alaih) yang akan merasakan 
manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. 
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Akhirnya, area garapan dana wakaf untuk digunakan 
memberdayakan umat Islam semakin beragam. 
Menyangkut perubahan status harta benda wakaf 
dalam UU ini diatur bahwa benda yang telah 
diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, 
dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau diaalihkan 
dalm bentuk pengalihan hak lainnya. 33 
 
b. Persamaan dan perbedaan Konsep Wakaf Uang 
Menurut Fiqh Islam dan UU NO.41 Tahun 2004 
 Persaman antara konsep wakaf menurut Imam 
mazhab (Fiqh Islam) dan UU RI No.41 tahun 2004 tentang 
wakaf, disamping itu terdapat juga perbedaannya itulah yang 
membuka jalan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan 
wakaf secara konsepsional antara yang dikemukakan oleh 
para Imam mazhab (Fiqh Islam) dan yang terkandung dalam 
UU No.41 Tahun 2004. 
1. Persamaaan Konsep wakaf uang menurut fiqh Islam dan 
UU No. 41 Tahun 2004. 
 Dari pembahasan sebelumnya pada bab-bab yang 
sudah di jelaskan mengenai wakaf uang menurut imam 
mazhab (Fiqh Islam) dan Undang-Undang No 41 Tahun 
2004 tentang wakaf terdapat beberapa persamaan diantaranya 
keduanya, persamaan tersebut antara lain: 
 Legalitas Wakaf Uang 
Legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam 
dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf 
adalah sama-sama membolehkan dan menganggap saha 
mewakafkan benda bergerak berupa uang tunai. Hal ini 
dilandasi dengan beberapa dasar hukum dalam masing-
masing pandangan tersebut.  
 Pertama; Dalam hukum islam dasar kebolehan 
mewakafkan uang antara ain adanya sumber-sumber yang 
menyebutkan bahwa uang telah diterapkan di sebagian 
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msyarakat islam yang bermazhab hanafi. Namun terdapat 
perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai berikut: 
a. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Al-Zuhri 
memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham 
(keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat 
itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagi 
modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan 
keuntungannya sebagau wakaf.34 
b. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab 
Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, 
atas dasar ihtisan bi al-urfi, karena sudah banyak dilakukan 
masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa 
hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) 
mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang 
ditetapkan berdasarkan Nash. Cara melakukan wakaf 
tunai menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikan 
modal usaha dengan sistem Mudharabah atau 
mubadha’ah, sedangkan keuntungannya 
disedekahkan/dipergunakan untuk kemaslahatan.35 
 Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang 
dikatakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah 
kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di 
negri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. 
Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai 
tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada 
pendapat ulama ‘Syafi’iyah sebagaimana yang dikutip oleh Al-
Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak 
diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap 
ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.36  
 Kedua: Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 
juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan 
benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan 
syariah yang ditunjuk oleh menteri”.37 
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 Tata cara Pengelolaan Wakaf Uang. 
 Dalam konteks wakaf maka pembiayaan proyek wakaf 
bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai 
prasarana untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan 
sumber daya insani, menurut Kahf pembiayaan harta wakaf 
tradisional dan harta wakaf institusional:38 
a. Model pembiayaan proyek wakaf Tradisioanal. Yaitu 
pinjaman, hurk (kontrak sewa jangka panjang dengan 
pembayaran lumsum yang cukup besar di muka), al-
ijarahtain (sewa dengan dua pembayaran), Menambah 
harta  wakaf baru dan Penukaran Pengganti 
(substitusi) harta wakaf. Dari kelima  modal ini hanya 
penambahan harta wakaf baru yang menciptakan 
 penambahan pada modal wakaf dan 
peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat modal 
yang lain lebih banyak untuk membiayai operasional 
dan mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti 
semula,39 
b. Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf 
produktif secara institusional. 
 Pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf 
(produktif) memegang hak enklusif terhadap 
pengelola seperti Murabahah, Istisna, Ijarah, dan 
Mudharabahah. Sebagai tambahan ada juga yang 
disebut berbagai  kepemilikan atau syariatul milk, 
dimana beberapa kontraktor yang berbagai 
manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan 
atau disebut dengan model berbagi hasil (aut put 
sharing) dan model hurk secara berkepanjangan.40 
2. Perbedaan Konsep Wakaf Uang Menurut Fiqh Islam dan 
UU NO.41 Tahun 2004 
 Mekanisme pembiayaan wakaf tradisional, paham 
mayoritas umat islam masih stagnan (beku) tehadap 
persoalan wakaf. Pengembangan wakaf dalam kitab fiqh 
klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman yakni 
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dengan menjadikan wakaf sebagai lahan pertanian, pinjaman 
(jangka panjang), sewa dengan dua pembayaran, menambah 
harta wakaf baru, dan penukaran pengganti wakaf. Dalam 
hukum islam pengelolaan wakaf uang diperuntukkan dalam 
pembiayaan modal usaha perdagangan.  
 Sedangkan Peningkatan pelayanan tranksasi wakaf 
baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk 
wakaf uang dapat dicatat yang kemudian dibimbing 
prosesinya melalui saluran yang ada (PPAIW/Kantor KUA, 
Notaris, dan LKS PWU untuk wakaf uang).41 
  Dalam UU No.41 Tahun 2004 sudah ada mekanisme 
pembiayaan secara bervariasi dan melembaga , tidak hanya 
satu jenis usaha saja seperti dalam pandangan hukum islam. 
Namun ada perkembangan sekarang wakaf uang sudah 
diberlakukan di Lembaga Keuangan Sya’riah (LKS). 
Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa wakif dapat 
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf 
Uang (LKS-PWU). Hingga saat ini, ada 5 LKS-PWU yang 
diresmikan oleh Menteri Agama seiring dengan lahirnya 
Peraturan  seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama 
Nomor 4 Tahun 2009, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah, 
Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank 
Mega Syariah.42 
 Kesimpulannya dari pembahasan diatas adalah: 
Persamaan konsep wakaf uang dalam fiqh Islam dan UU 
No.41 Tahun 2004 terletak pada materi hukum yang 
terkandung didalamnya terutama materi hukum yang bersifat 
substantif, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan 
aspek prosedural administrative dan pola pengembangannya. 
Perbedaan antara keduanya terlihat pada penekanan aspek 
prosedural administrative lainnya. Tetapi pandangan-
pandangan imam mazhab yang lebih tampak adalah 
penekanan hukum substantifnya. Sedangkan hal-hal yang ada 
dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang bersifat 
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teknis merupakan penjabaran dari pemahaman dan 
memperdayakan wakaf tunai dilihat dari kebutuhan 
masyarakat. 
 Kemudian faktor yang mempengaruhi perbedaan 
antara fiqh Islam dan UU RI NO 41 Tahun 2004 adalah 
perbedaan kondisi sosial masyarakat dan perbedaan 
kebutuhan terhadap hukum yang mengatur kedua massa 
berbeda. Pada masyarakat Indonesia adalah jaminan kepastian 
hukum terhadap keberadaan harta wakaf sehingga tujuan 
wakaf berjalan dengan baik. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 
1. Dalam pandangan hukum Islam, hukum wakaf benda 
bergerak berupa uang adalah boleh dan hanya boleh 
disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan 
secara Syar’I serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus 
dijamin kelestariannya. 
2. Dalam pandangan Undang-undang No.41 tahun 2004, 
melalui Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang 
(LKSPWU) wakif dapat mewakafkan benda bergerak 
berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang 
ditunjuk oleh menteri agama. Persamaan pandangan 
hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 sama-sama 
membolehkan wakaf uang. Sedangkan Dalam hukum 
Islam wakaf tidak diwajibkan melalui mekanisme lembga 
tertentu. Disamping itu peruntukkan wakaf juga hanya 
terbatas modal usaha dagang. Sedangkan dalam UU No 
41 Tahun 2004, mekanisme pelaksanaan wakaf uang 
harus melalui prosedur lembaga formil yang telah 
ditentukan oleh Undang-undang. Dan peruntukan wakaf 
tersebut tidak hanya digunakan sebagai modal usaha 
dagang saja, namun sudah lebih bervariasi dalam bentuk 
usaha produktif yang lain seperti investasi, penanaman 
modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, 
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pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, 
pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, 
perkantoran, sarana pendidikan agama dan sarana  
kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan 
dengan syariah. 
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